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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu yang dinilai mempunyai 

relevansi cukup dekat sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan. Pertama, 

riset yang dilakukan oleh Dewi Rahmayuni dan Helmi Hidayat dari UIN 

Hidayatullah Jakarta, tahun 2020 dengan judul Hierarki Pengaruh Isu-Isu 

Moderasi Beragama Pada Media Guo Ji Ri Bao Studi Kasus Berita Konflik Etnis 

Uighur di Xinjiang. 

Riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana media Guo Ji Ri Bao 

mengonstruksi isu keragaman agama dan moderasi beragama dalam pemberitaan 

konflik etnis Uighur di Xinjiang, dan faktor dominan yang paling berpengaruh 

dalam pemberitaan konflik etnis Uighur di Xinjiang pada media tersebut. Latar 

belakang dari riset ini adalah, saat media-media yang ada memberitakan pemerintah 

Tiongkok melakukan persekusi terhadap kaum Uighur, namun media Guo Ji Ri Bao 

hadir dengan berita yang positif atau berlawanan dengan media lain. 

Hasil dari riset ini, media Guo Ji Ri Bao memiliki ideologi ‘menjaga 

perdamaian dunia dan stabilitas negara secara global’ maka berita yang dihasilkan 

terkait konflik etnis Uighur di Xinjiang dengan isu keberagaman agama dan 

moderasi beragama. Hasil lainnya adalah, ketika wartawan menulis berita harus 
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menggunakan ‘bingkai positif’ supaya dapat menghasilkan berita yang positif 

(Rahmayuni & Hidayat, 2020). 

Riset ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan terkait 

metode penelitian yang digunakan yakni studi kasus milik Robert E. Stake. Jika 

riset ini melakukan studi kasus berita konflik etnis Uighur di Xinjiang, penulis akan 

melakukan studi kasus proses peliputan peliputan keagamaan oleh jurnalis pada 

media KBR.id, Media Indonesia, dan Tempo. Selain topik dari riset ini adalah 

pemberitaan isu agama yang dilakukan oleh media, dan memiliki kemiripan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yakni terkait pemberitaan isu agama. 

Kedua, riset yang dilakukan oleh Herlina Agustin, Siti Karlinah, Aceng 

Abdullah, dan Dandi Supriadi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Padjajaran, Bandung, tahun 2013 dengan judul Pemetaan Kebutuhan Kualifikasi 

Jurnalis Pemula Pada Industri Media Massa Di Indonesia. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk melihat kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan jurnalis muda saat 

masuk ke media-media yang ada di Indonesia. 

Penelitian tersebut meneliti media televisi, media cetak, media online, dan 

media radio, dengan total 16 media lokal maupun nasional. Latar belakang 

penelitian ini dikarenakan banyaknya pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers 

pada tahun 2011 karena karya jurnalistik yang dianggap mengganggu kepentingan 

publik. Pengaduan paling tinggi berkaitan dengan pemberitaan, berarti terdapat 

masalah pada pembuatan karya jurnalistik yang merupakan produk utama seorang 

jurnalis (Agustin, dkk., 2013). 
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Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan jenis deskriptif, dan teknik 

pengumpulan datanya adalah observasi langsung, dan wawancara mendalam. Hasil 

penelitian ini adalah kualifikasi jurnalis baru yang akan masuk ke sebuah 

perusahaan media tidak terlalu mengutamakan mereka yang mempunyai 

pendidikan jurnalistik, namun pendidikan tinggi jurnalistik tetap diperlukan untuk 

mencapai kondisi jurnalistik yang ideal. 

Pada penelitian ini diberikan saran agar media maupun institusi pendidikan 

memanfaatkan hasil penelitian untuk menciptakan iklim profesional dalam dunia 

kewartawanan Indonesia. Penelitian yang dilakukan Agustin bersama rekan-

rekannya memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan yakni metode 

yang dilakukan kualitatif deskriptif. Jika penelitian Agustin meneliti kualifikasi apa 

yang dibutuhkan jurnalis baru saat mendaftar ke media, penelitian yang akan 

dilakukan ingin melihat kemampuan apa yang diperlukan jurnalis saat meliput isu 

agama.  

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk melengkapi saran dari 

penelitian sebelumnya untuk menciptakan iklim profesional kewartawanan 

Indonesia. Sehingga penelitian ini hadir untuk meningkatkan standar 

profesionalitas wartawan khususnya dalam bidang agama, atau mereka yang akan 

menjadi jurnalis agama dengan melihat kemampuan apa yang dibutuhkan saat 

meliput isu agama. 

Ketiga, riset yang dilakukan oleh Lukas S. Ispandriarno dari Universitas 

Atma Jaya, Yogyakarta, tahun 2013, dengan judul Agama dan Media: Pemaknaan 
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Isu Agama Di ‘Detiknews’. Riset ini memiliki latar belakang yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yakni terkait isu agama yang menghiasi media 

massa. Media massa di era sekarang cenderung menjual isu agama daripada 

menyelesaikannya. 

Penelitian dilakukan dengan menguji tujuh berita dengan isu agama di 

Detiknews dari portal Detikcom edisi Desember 2012. Analisis penelitian ini 

menggunakan tiga indikator yakni enam esensi laporan berita (5W+1H), prinsip 

akurasi yang di dalamnya terdapat internal accuracy atau kesesuaian antara judul 

dengan isi, dan menyimak penggunaan Bahasa dalam kata kunci yang diperkirakan 

merupakan pengertian “agama” (Ispandriarno, 2013). 

Hasil penelitian ini adalah pemberitaan isu agama lebih fokus pada skandal 

dan konflik, media belum menjalankan peran ruang informasi komprehensif, 

melalui verifikasi, dan media cenderung digerakkan oleh semangat bisnis agar laku 

dibaca. Karena isu agama ditempatkan sebagai komoditi, judul-judul yang 

ditampilkan cenderung sensasional. 

Relevansi antara penelitian Ispandriarno dan penelitian yang akan dilakukan 

adalah terkait isu agama di Indonesia. Jika Ispandriarno melihat pemaknaan isu 

agama di Detiknews, penelitian ini hadir untuk melihat kemampuan seperti apa 

yang dibutuhkan jurnalis saat meliput isu agama, supaya isu agama tidak lagi 

ditampilkan secara sensasional oleh media. Selain itu pada risetnya, Ispandriarno 

memasukkan konsep media dan agama, yang nantinya juga akan menjadi salah satu 

konsep pada penelitian yang akan dilakukan. 
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2.2 Teori dan Konsep 

2.2.1 Jurnalisme 

Pada akhir abad pertengahan jurnalisme telah lahir dalam bentuk lagu, 

cerita, dan balada yang dinyanyikan pengamen keliling (Kovach & Rosenstiel, 

2001, p. 17). Sedangkan jurnalisme modern telah muncul pada awal abad ke-17 

dalam bentuk perbincangan di ruang publik, seperti kafe di Inggris atau kedai 

minum di Amerika (Kovach & Rosenstiel, 2001, p. 17). Pada awal abad ke-18 

wartawan mulai membuat teori kebebasan berbicara dan pers bebas. Hingga pada 

1720 dua orang dari surat kabar London dengan nama pena Cato, memperkenalkan 

ide bahwa kebenaran dapat melawan pencemaran nama baik. Pendapat Cato 

kemudian mengguncang komunitas hukum Amerika, karena masyarakat mulai 

sadar akan hak mereka untuk melawan kekuasaan yang semena-mena dengan 

menulis kebenaran (Kovach & Rosenstiel, 2001, p. 17-18). Hingga sekarang 

berkembang di abad ke-21, memasuki jurnalisme digital, wartawan bukan lagi 

menentukan apa yang harus diketahui publik, namun memverifikasi sebuah 

informasi dan disajikan secara runtut, agar masyarakat dapat memahaminya dengan 

mudah (Kovach & Rosenstiel, 2001, p. 21). 

Jurnalisme sering dikaitkan dengan pers atau wartawan. Bagi beberapa 

kalangan, jurnalisme adalah seperangkat keterampilan teknis; jurnalisme adalah 

profesi yang dihargai untuk menjaga demokrasi; jurnalisme adalah medium kreatif, 

sebuah keterampilan membuat kejadian dengan penguasaan teknik penulisan dan 

pewawancaraan (Burgh dalam Kurnia, 2017). Jurnalisme berarti kegiatan 

melaporkan sebuah kejadian/peristiwa di masyarakat (Kurnia, 2017, p. 90). 
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Jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan, menilai, menciptakan, dan menyajikan 

berita, serta informasi (Americanpressinstitute.org). Jurnalisme juga didefinisikan 

oleh Ishwara (2011, p. 17) yakni, “Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan 

tanggung jawab profesional, yang mensyaratkan wartawannya melihat dengan mata 

yang segar pada setiap peristiwa”.  

Garrison Keilor pernah menyatakan bahwa jurnalisme adalah jantung 

demokrasi, maksudnya adalah, laporan tajam seorang wartawan bertujuan membuat 

dunia lebih baik (dalam Ishwara, 2011, p.8). Kovach dan Rosenstiel juga 

mengatakan bahwa tujuan dari jurnalisme adalah menyediakan informasi yang 

akurat dan terpercaya kepada masyarakat untuk membangun masyarakat yang 

bebas (dalam Ishwara, 2011, p. 21). Tujuan yang lainnya juga mencakup, 

jurnalisme sebagai pengkritik pemerintah (watchdog) dan menyuarakan mereka 

yang tidak memiliki suara (voice to the voiceless) (Ishwara, 2011, p. 21). 

Keberadaan jurnalisme bermanfaat untuk menjaga agar pemerintah tetap jujur, 

masyarakat mendapat informasi, dan demokrasi tetap ada (Ishwara, 2011, p.33). 

Bill Kovach dan Rosenstiel bersama para ahli media yang tergabung dalam 

Committee of Concerned Journalist telah melaksanakan riset, dan menghasilkan 

sembilan elemen jurnalisme di dalam buku The Elements of Journalism (dalam 

Ishwara, 2011, p. 22), yakni. 

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran 

Demokrasi lahir dari warga yang mendapatkan fakta yang akurat dalam 

konteks yang tepat dan memiliki makna. Jurnalis harus dapat 
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mengumpulkan dan memverifikasi fakta, dan menyajikannya dalam 

laporan yang adil dan terpercaya. 

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat 

Jurnalis harus mempunyai kesetiaan kepada masyarakat dan 

kepentingan publik di atas segalanya. Media harus menginformasikan 

kepada audience-nya bahwa berita yang dihasilkan bukanlah demi 

kawan atau iklan. Hal ini yang akan membangun kepercayaan audience 

terhadap media. 

3. Inti jurnalisme adalah disiplin verifikasi 

Disiplin verifikasi yang akan membedakan jurnalisme dari fiksi, seni, 

atau hiburan propaganda. Jurnalisme harus berfokus untuk 

menceritakan sebuah kejadian dengan sebenar-benarnya. Disiplin 

verifikasi yang dilakukan dengan profesional adalah dengan mencari 

beragam saksi atau narasumber, atau bertanya pada berbagai pihak 

untuk memberikan komentar. 

4. Wartawan harus menjaga independensi dari sumber yang diliput 

Sumber kredibilitas seorang wartawan adalah kejujuran intelektual, 

akurasi, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi, bukan 

kesetiaan pada kelompok atau hasil tertentu. 

5. Wartawan harus menjadi pemantau kekuasaan 

Wartawan harus mencegah para pemain politik melakukan hal yang 

seharusnya tidak dilakukan. Wartawan harus membuat apa yang 

dilakukan pemegang kekuasaan dapat terlihat dan dapat diketahui 
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dampaknya untuk publik. Pers juga harus dapat memberikan kritik, 

kapan pemegang kekuasaan bertindak efektif dan tidak (Kovach & 

Rosenstiel, 2001, p. 146). 

6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik dan komentar publik 

Jurnalis harus dapat menghadirkan diskusi publik yang berisikan 

informasi berdasarkan fakta. Selain itu pers harus dapat menyampaikan 

pandangan dan kepentingan masyarakat dengan baik. 

7. Jurnalisme harus membuat penting menjadi menarik dan relevan 

Jurnalisme adalah kegiatan bercerita dengan satu tujuan penting. Oleh 

karena itu, jurnalis harus mampu menampilkan informasi yang penting 

menjadi sesuatu yang menarik dan relevan agar audience mau untuk 

membacanya. 

8. Wartawan harus membuat berita yang proporsional dan komprehensif 

Wartawan harus menjaga berita tetap proporsional dan tidak 

menghilangkan informasi yang penting. Jurnalis tidak boleh 

mengembangkan cerita demi sensasi, bersikap tidak seimbang, dan 

menggunakan stereotip. 

9. Wartawan diperbolehkan mengikuti hati nuraninya 

Jurnalis harus mempunyai rasa etik dan tanggung jawab. Jurnalis harus 

mampu menyampaikan pandangan-pandangan pribadinya bersama 

rekan kerja, seperti redaktur. Mereka yang bekerja di sebuah media 

harus mengakui adanya kewajiban pribadi untuk bersikap beda jika 

akurasi dan kejujuran membuat mereka melakukan hal tersebut. 
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2.2.2 Jurnalisme Agama 

Media dan agama adalah dua hal yang berbeda. Agama adalah hal yang 

sangat luas, sifatnya menuntut kita untuk percaya atas informasi yang diberikan. 

Sedangkan media yang diwakilkan oleh jurnalis atau biasa dikenal dengan istilah 

pers, bersandar pada sembilan dasar jurnalisme, dua diantaranya adalah rajin 

verifikasi dan menyatakan kebenaran. Sehingga sikap jurnalis dalam disiplin 

verifikasi seringkali bertolak belakang dengan konsep agama yang absolut dan 

tidak dapat diverifikasi (Bayuni, 2013). 

Menurut para ahli, topik seputar agama dan media merupakan topik yang 

menarik untuk diteliti. Seperti pendapat Hoover (2006), bahwa media massa dan 

agama di era globalisasi ini seolah menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Pendapat ini didukung oleh Appadurai (1991) bahwa fenomena hubungan agama 

dan media disebabkan oleh globalisasi yang membuat perkembangan media 

semakin cepat. Ruel Tyson juga mengatakan bahwa media sebagai pelaksana 

praktik jurnalistik, keberadaan agama sebagai praktik religius, dan ruang publik 

sangatlah berhubungan satu sama lain (dalam Hoover, 1998, p. 10). 

Menurut Mason (2008) dalam hasil catatan perkembangan kajian terkait 

agama dan media yang semakin pesat, ia mengungkapkan bahwa sebelum tahun 

1980-an, bidang kajian agama lebih sering ditemui pada kalangan pemuka agama, 

dan pengajar keagamaan, namun sekarang banyak ditemui pada film, kajian media, 

artikel, dan produk jurnalistik lainya. Jauh ke belakang, pengajaran terkait agama 

sudah mulai ada, tetapi yang bersinggungan dengan media serta memiliki sejarah 

panjang, kurang lebih di tahun 1950-an (Mason, 2012). Pada akhir 1940-an dan 
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1950-an, jurnalis agama dari media mainstream cukup banyak untuk membentuk 

organisasi mereka sendiri.  

Pada 1949 The Newswriters Association Religion (NRA) didirikan, dan 

bertujuan untuk menumbuhkan keunggulan dalam peliputan agama di media. 

Menurut George Cornell keberadaan NRA memiliki dua tujuan penting, yakni 

untuk meningkatkan profesionalisme media, dan mempromosikan topik agama di 

dalam media (dalam Hoover, 1998, p. 22).  Cornell menjelaskan keberadaan NRA 

ini sangatlah dibutuhkan oleh dunia jurnalisme, karena media akan lebih fokus 

dalam menampilkan topik agama (dalam Hoover, 1998, p. 21).  

Di Indonesia sendiri, jurnalisme agama oleh Bayuni didefinisikan, 

“Pemahaman mengenai praktik-praktik terbaik (best practice) jurnalistik dalam 

meliput kehidupan beragama”.  Bayuni juga mengatakan bahwa jurnalis dan media 

di Indonesia kurang memberikan perhatian terhadap agama. Kondisi jurnalisme 

genre lain di Indonesia seperti politik, keamanan, kriminal, olahraga, bisnis, 

ekonomi, bahkan dunia hiburan telah meningkatkan profesionalisme jurnalisnya 

dengan melakukan pelatihan dan membuat buku pedoman peliputan komplit (dalam 

Junaidi, 2006, p. 14). Sedangkan jurnalisme agama yang memiliki peran penting 

dalam kehidupan keberagaman belum ada pedoman peliputan komplit layaknya 

jurnalisme genre lainnya. 

Untuk menjadi jurnalis agama tidak perlu menjadi religius, seperti layaknya 

jurnalis politik tidak harus menjadi Republikan, Demokrat, atau pemilih (Connolly, 

2006, p. 10). Semua jurnalis dari kaum Kristiani, Yahudi, Muslim, dan penganut 

keyakinan lain, atau bahkan ateis dan agnostik dapat melakukan liputan keagamaan. 
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Namun hal penting bagi jurnalis agama adalah menghormati keyakinan sebagai 

bagian utama kehidupan manusia, dan mereka harus teguh kepada nilai-nilai 

jurnalistik yang adil dan berimbang (Connolly, 2006, p. 10). Apapun keyakinan 

yang dimiliki, jurnalis agama harus memberitakan keyakinan lain dengan penuh 

penghormatan, meskipun sepakat atau tidak sepakat dengan ajarannya (Connolly, 

2006, p. 11). 

Hoover mengatakan bahwa agama adalah hal yang sulit dan unik untuk 

wartawan, dan hal ini berlaku untuk warga Amerika (dalam Sterling, 2009, p. 

1190). Liputan agama memiliki kesulitan tersendiri bagi wartawan karena tidak 

sesederhana laporan berita pada umumnya, dan liputan ini memerlukan keahlian 

dan keseriusan tertentu (Kurnia, 2017, p. 21). Jurnalisme agama membawa 

masyarakat ke lapisan kultur, identitas, religi, dan politik di berbagai pemberitaan 

(Kurnia, 2017, p. 22). 

Hoover (1998, p. 29-30) menjelaskan bahwa konteks pemberitaan 

keagamaan memerlukan pemahaman sebagai berikut. 

1. Lebih banyak jurnalis harus mempersiapkan diri agar menguasai 

peliputan agama. 

2. Agama harus diikutsertakan dalam peliputan politik dan keamanan 

global, bukan dikesampingkan. 

3. Jurnalis harus menghilangkan asumsi mereka bahwa agama adalah 

hal yang rumit dan hanya dipahami oleh sebagian orang. 
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4. Jurnalis harus mengerti bahwa tujuan mereka bukan untuk 

melegitimasi kepercayaan agama tertentu, namun untuk membuat 

orang lebih memahami tentang isu agama. 

5. Para Jurnalis dan editor perlu untuk mengatasi keengganan mereka 

dalam meliput isu agama karena kompleks dan mengundang 

kontroversi. Isu agama adalah isu sangat penting yang terlalu 

disayangkan jika dilewatkan oleh jurnalis. 

Pada intinya Hoover ingin mengatakan bahwa peliputan isu keagamaan 

perlu dilakukan dengan sebaik mungkin, karena isu ini adalah hal penting yang 

harus diinformasikan untuk publik. Selain Hoover, Connolly (2006, p. 12-13) juga 

memberikan saran yang bisa dijadikan modal untuk jurnalis agama menjadi lebih 

handal dalam melakukan liputan, yakni: 

1. Menghormati peran iman dalam kehidupan orang. 

2. Rasa penasaran yang besar terhadap agama, dan keinginan untuk 

belajar agama. 

3. Rasa keadilan dan perimbangan yang berkelanjutan, dan 

pemahaman di mana di sana ada lebih dari sekadar dua sisi cerita. 

4. Ketiadaan minat apapun dalam mendorong sudut pandang 

keagamaan manapun. 

5. Komitmen untuk meliput segala jenis keberagaman- iman, baik di 

dalam Kristianitas dan di luarnya, dan etnisitas, gender, status 

ekonomi dan geografi. 
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6. Keinginan untuk menghabiskan waktu dengan segala macam orang 

di mana mereka tinggal, berkumpul dan beribadah. Keinginan untuk 

melewati tantangan bahasa dan kebudayaan. 

7. Profesionalisme yang kuat, sebab agama melibatkan lebih banyak 

pertimbangan ketimbang berita-berita feature pada umumnya. 

8. Kemampuan untuk secara tepat dan adil menggambarkan nuansa-

nuansa perbedaan keyakinan, bahkan jika Anda secara pribadi 

bertentangan dengan mereka atau jika sebuah laporan berita 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang mereka. 

9. Kemahiran menulis, dengan kemampuan untuk menggambarkan 

ritual-ritual dalam cara yang mengundang pembaca dan penonton ke 

dalam dunia yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Serta 

kemampuan untuk dengan seksama mengenal ajaran-ajaran dan 

keyakinan-keyakinan. 

Di Indonesia dalam rangka ditegakkannya kemerdekaan pers dan publik 

mendapat informasi yang akurat, wartawan Indonesia membutuhkan landasan 

moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan 

masyarakat, dan menegakkan profesionalisme serta integritas. Sehingga ditetapkan 

Kode Etik Jurnalistik untuk ditaati jurnalis Indonesia (Pramisti & Anggoro, 2016). 

Berdasarkan hal tersebut, jurnalis dalam melakukan tugasnya menjadikan KEJ 

sebagai pedoman peliputan sehari-harinya. 

Dikutip dari Tirto.id KEJ telah dituangkan ke dalam 11 pasal dengan 

penjelasanya sebagai berikut (Pramisti & Anggoro, 2016). 
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1. Pada pasal satu, wartawan dituntut independen, menghasilkan berita 

faktual, berimbang, dan tidak ada itikad negatif. 

2. Pasal dua, wartawan harus bersikap profesional dalam menjalankan 

tugas. Seperti perkenalan diri, menghormati hak privasi, tidak 

menyuap. 

3. Pasal tiga, wartawan harus rajin melaksanakan verifikasi langsung, 

tidak mencampurkan opini dan fakta. 

4. Pasal empat, wartawan tidak menuliskan berita yang bohong, 

tuduhan tanpa dasar, bersifat cabul dan sadis. 

5. Pasal lima, wartawan tidak menuliskan informasi korban kejahatan 

asusila dan pelaku kejahatan di bawah umur. 

6. Pasal enam, wartawan tidak menggunakan profesi untuk tindakan 

yang tidak benar, dan tidak menerima suap. 

7. Pasal tujuh, wartawan menerapkan hak tolak, dan menghargai 

embargo, informasi latar belakang, serta off the record. 

8. Pasal delapan, wartawan tidak menyiarkan berita yang didasari 

prasangka atau diskriminasi yang berkaitan dengan SARA (Suku, 

Ras, dan Agama), atau kelompok minoritas lainnya. 

9. Pasal Sembilan, wartawan menghormati kehidupan pribadi 

narasumber. 

10. Pasal sepuluh, wartawan segera meralat atau memperbaiki berita 

yang tidak akurat dan disertai permintaan maaf kepada pemirsa. 



 

33 
 

11. Pasal sebelas, wartawan melayani hak jawab, dan hak koreksi yang 

diberikan pemirsa secara proporsional. 

Selain pedoman peliputan secara umum yang dituangkan ke dalam KEJ, 

pedoman peliputan agama juga sempat dibuat oleh Kementerian Agama dengan 

nama Pedoman Penulisan Wartawan Bidang Keagamaan, meskipun menurut 

SEJUK seharusnya pedoman peliputan agama tidak dibuat oleh kemenag, 

melainkan oleh lembaga yang berkecimpung di dalam dunia pers yakni dewan pers. 

Meskipun tidak ada media yang memberitakan pedoman ini, kemenag 

mencoba untuk menyusun pedoman yang dapat digunakan untuk penulisan bidang 

keagamaan, yang terdapat di laman resmi Kemenag Republik Indonesia dan 

tertuang dalam 10 poin sebagai berikut (Khoiron, 2014). 

1. Wartawan bidang keagamaan memahami peran negara dalam 

mengurusi bidang agama sebagaimana disebutkan 

dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tidak 

mencampuri hal-hal yang bersifat intern agama namun sifatnya 

hanya mengarahkan dan memberikan bimbingan. 

2. Wartawan bidang keagamaan memahami keragaman agama dan 

kehidupan beragama di Indonesia baik dalam keyakinan maupun 

dalam pelaksanaan ibadah menurut paham keagamaan masing-

masing. 

3. Wartawan bidang keagamaan memahami peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta mengenai kewenangan negara yang 

berhak mengatur umat beragama, sehingga umat beragama harus 
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dapat hidup rukun dan dapat melaksanakan ajaran agamanya 

masing-masing. 

4. Wartawan bidang keagamaan menyadari bahwa dalam menyajikan 

tulisan, berita, ulasan dalam bidang agama harus memiliki nalar 

khalayak (sense of audience) yang tepat, agar mengetahui betul 

lapisan masyarakat mana yang menjadi sasaran tulisan. 

5. Wartawan bidang keagamaan menyadari bahwa mempersoalkan 

masalah-masalah yang dapat menimbulkan konflik agama dan dapat 

mengganggu kerukunan umat beragama harus dijauhi dalam 

tulisannya. 

6. Wartawan bidang keagamaan menyadari, bahwa mempersoalkan 

hal-hal yang menyangkut pokok-pokok kepercayaan 

(Aqidah/Doktrin) dari berbagai agama yang berbeda dapat merusak 

kerukunan antar-umat beragama, karena itu harus dijauhi dalam 

tulisannya. 

7. Wartawan bidang keagamaan menyadari, bahwa hal-hal yang 

mengundang kesalahpahaman antar sesama umat beragama dan 

antar umat beragama dengan pemerintah, harus dijauhi dalam 

tulisannya. 

8. Wartawan bidang keagamaan menyadari, bahwa hal-hal yang 

mengandung kekerasan atas nama agama, terorisme, radikalisme, 

intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan 

Pancasila, harus dijauhi dalam tulisannya. 
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9. Wartawan bidang keagamaan harus mewaspadai hal-hal yang 

bersifat penistaan dan penodaan agama baik dari pribadi dan/atau 

kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kerawanan dalam 

kehidupan beragama; dan 

10. Wartawan bidang keagamaan memahami bahwa pedoman penulisan 

wartawan bidang keagamaan ini bertujuan sebagai tanggung jawab 

moral wartawan dalam memelihara kerukunan umat beragama. 

 

Meskipun ada berbagai pihak mencoba untuk mengeluarkan pedoman 

dalam meliput isu agama, dewan pers dirasa memiliki legitimasi atau peran penting 

dalam membuat dan mengesahkan pedoman peliputan agama sendiri, agar 

jurnalisme agama di Indonesia semakin baik dan profesional (T. Anwari, 

Wawancara Pribadi. 2020, 23 Maret). 

 

2.2.3 Jurnalisme Keberagaman 

Jurnalisme keberagaman oleh Kansong (dalam Marzuqi, 2017) diartikan 

sebagai jurnalisme yang berkhidmat pada keberagaman atau peduli pada 

keberagaman, perbedaan agama, etnik, dan gender. Kansong menjelaskan bahwa di 

Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, dan agama banyak media yang tidak 

mengedepankan keberagaman. Jurnalisme seharusnya berkontribusi dalam 

mewujudkan keberagaman dan meminimalisir terjadinya konflik keberagaman 

(Kansong, dalam Marzuqi, 2017). 
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Mendukung pernyataan Kansong, pihak SEJUK juga menyatakan 

pendapatnya bahwa di tengah mengerasnya konservatisme dan dan intoleransi di 

Indonesia media kerap kali tidak menjadi juru damai atau malah memprovokasi 

konflik (2016, p. 1). Melihat hal tersebut SEJUK mengeluarkan sebuah pedoman 

peliputan keberagaman yang ditujukan bagi jurnalis keberagaman dengan dasar UU 

No.40 tahun 1999 (pasal 6 huruf b) dan UU No. 32 tahun 2002 (pasal 2 dan pasal 

36 ayat 5 huruf c). Berdasarkan regulasi tentang pers tersebut, sudah sebuah 

keharusan  bagi jurnalis untuk mengawal fakta dan menghargai kebhinekaan 

(Sejuk, 2016, p. 1). 

Tujuan dasar pembentukan panduan oleh Sejuk adalah menjadi acuan bagi 

wartawan dan institusi media dalam meliput isu agama dan keyakinan, dan 

mendorong kebebasan pers untuk terus menghormati dan melindungi hak asasi 

manusia khusunya dalam hal beragama dan berkeyakinan (Sejuk, 2016, p. 2). 

Panduan tersebut diberi nama Panduan Meliput Isu Keberagaman, dan dibagi 

menjadi tiga bagian yakni sebelum meliput, saat meliput, dan saat penayangan yang 

dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Panduan Meliput Isu Keberagaman Milik Sejuk 

Sumber: Sejuk, 2016 
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2.3 Alur Penelitian 

Dalam mempermudah pembuatan proposal diperlukan kerangka pikiran, 

agar penelitian yang akan dilakukan tidak melebar atau keluar dari fokus yang ingin 

diteliti. Kerangka pikiran biasanya berisi alasan penelitian dilakukan, menjelaskan 

proses penelitian, dan hasil penelitian. 

Penelitian diawali dengan memberikan gambaran isu agama yang 

merupakan isu sensitif di Indonesia, dan bagaimana media melakukan pemberitaan 

terhadap isu tersebut. Memberikan penjelasan bagaimana media di Indonesia dalam 

memberitakan isu agama yang cenderung sensasional, dan hal ini tentu 

membahayakan keberagaman yang ada di Indonesia. 

Kemudian, diberikan gambaran bagaimana jika jurnalis tidak memiliki 

kemampuan dan pengetahuan khusus dalam peliputan keagamaan, hal itu dapat 

menghasilkan berita yang dapat menimbulkan konflik atau menyudutkan minoritas. 

Atau dapat dikatakan, bahwa hasil pemberitaannya perlu dipertanyakan, karena 

tidak cover all side. Karena dalam peliputan keberagaman diperlukan kemampuan 

khusus dan penting untuk menyuarakan mereka kelompok minoritas. 

Lalu masuk ke dalam jenis penelitian yang dilakukan yaitu Kualitatif-

deskriptif, karena hendak mencari secara dalam kemampuan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan jurnalis dalam peliputan keagamaan. Karena dengan penelitian 

kualitatif akan didapatkan data yang mendalam dengan kualitas data yang baik. 

Sifat penelitian ini deskriptif, karena peneliti ingin menjelaskan fenomena secara 

apa adanya dan sistematis. Dan dikarenakan peneliti ingin melakukan penelitian 
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tidak berdasarkan konsep, namun berdasarkan data yang didapat, dipilihlah metode 

penelitian studi kasus milik Robert E. Stake. 

Kemudian akan diberikan gambaran terkait konsep-konsep yang dituliskan 

sebagai dasar atau pengetahuan kepada pembaca seputar jurnalisme, jurnalisme 

agama, serta konsep media dan agama yang ada di Indonesia. Penggambaran 

konsep ini dilakukan, agar pembaca mengetahui kondisi jurnalisme agama serta 

penelitian terkait media dan agama di Indonesia. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam terhadap 

jurnalis agama Ardhi dari KBR.Id, dan direktur pemberitaan dari Media Indonesia 

Usman Kansong, dan Ketua AJI Yogyakarta sekaligus jurnalis Tempo, Shinta 

Maharani. Selain itu akan dilaksanakan observasi cara kerja peliputan isu agama 

yang telah dilakukan oleh jurnalis KBR.id, Media Indonesia, dan Tempo. Serta 

melakukan studi dokumen dengan melihat hasil berita yang diproduksi terkait 

liputan keagamaan. 

Kemudian dari penelitian tersebut data yang didapat akan dijabarkan dan 

dianalisis, serta dihasilkan sebuah kesimpulan terkait kemampuan apa yang 

dibutuhkan jurnalis saat melakukan liputan keagamaan. 
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Bagan 2.1 Model Alur Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggambaran Isu Agama di Indonesia yang Bermasalah, serta 

peliputan dan pemberitaan keagamaan yang cenderung sensasional. 

 

 

 

Penggambaran urgensi praktis, atau pentingnya penelitian kemampuan 

dan pengetahuan yang harus dimiliki jurnalis saat meliput isu agama di 

Indonesia 

Konsep Jurnalisme, Jurnalisme Agama, serta Media dan Agama 

Wawancara Observasi dan Studi 

Dokumen 

Menemukan data kualitatif dari 

jurnalis KBR.id, Tempo, dan Media 

Indonesia terkait kemampuan dan 

pengetahuan yang diperlukan 

jurnalis agama saat melakukan 

liputan keagmaan. 

Pengamatan langsung terkait cara 

kerja jurnalis KBR.ID, Tempo, dan 

Media Indonesia saat membuat 

liputan keagamaan. 

Studi Dokumen atau document 

review dilakukan pada hasil berita 

atau konten yang diproduksi 

terutama terkait liputan 

keagamaan. 

Hasil Penelitian 

Kemampuan dan Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jurnalis Agama, dan 

Proses Peliputan Keagamaan. 

Pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan metode Studi 

Kasus milik Robert E. Stake 


